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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSE CODE 

INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA USAHA MIKRO, KECIL, 

MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

BELLA AULIA SALSABILLA 

 

Implementasi sistem pembayaran digital menjadi bagian penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan efisiensi transaksi, khususnya di kalangan pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi 

kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator: 

standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, 

komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi 

pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS terbukti 

mempermudah proses pembayaran non-tunai, serta mendorong pelaku UMKM 

untuk lebih terbuka terhadap sistem transaksi digital yang modern dan akuntabel.  

Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena terkendala oleh 

akses internet yang belum merata, minimnya sosialisasi, serta beban biaya MDR 

sebesar 0,3% yang dirasa masih memberatkan sebagian pelaku usaha. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya pemerataan infrastruktur digital, edukasi yang lebih 

intensif, dan penyesuaian kebijakan agar penerapan QRIS dapat berjalan lebih 

efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Implementasi, QRIS, UMKM, Digitalisasi, Kebijakan Publik.



 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN 

STANDARD (QRIS) PAYMENT SYSTEM IN MICRO, SMALL, AND 

MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN BANDAR LAMPUNG CITY 

By 

BELLA AULIA SALSABILLA 

 

The implementation of digital payment systems plays a crucial role in driving 

economic growth and transaction efficiency, particularly among Micro, Small, and 

Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of 

QRIS among MSMEs in Bandar Lampung City and identify the obstacles 

encountered during its execution. The research employs a descriptive qualitative 

method with data collected through interviews, observations, and documentation. 

It refers to the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, 

which includes six indicators: policy standards and objectives, resources, 

characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, 

socio-economic-political conditions, and the disposition of implementers. The 

findings indicate that the use of QRIS has proven to facilitate cashless payment 

processes and encourage MSME actors to be more receptive to modern and 

accountable digital transaction systems. However, its implementation has not yet 

run optimally due to uneven internet access, limited public outreach, and the 

Merchant Discount Rate (MDR) fee of 0.3%, which is still perceived as burdensome 

by some business owners. This study recommends the need for equitable digital 

infrastructure distribution, more intensive education, and policy adjustments to 

ensure that QRIS implementation can proceed more effectively, inclusively, and 

sustainably. 

Keywords: Implementation, QRIS, MSMEs, Digitalization, Public Policy.
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treat people ultimately tells us. Integrity is everything.” 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Revolusi Industri 4.0 akan membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor, 

baik yang direncanakan maupun yang terjadi secara spontan. Dunia usaha menjadi 

salah satu sektor yang paling terdampak oleh perkembangan ini, termasuk Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi sektor bisnis adalah penerapan Internet of Things (IoT), yang 

menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan internet dalam aktivitas usaha. Oleh 

karena itu, UMKM perlu beradaptasi dengan era ini, misalnya dengan mulai 

mengintegrasikan teknologi digital dan internet ke dalam operasional bisnis mereka. 

Dunia usaha perlu beradaptasi dengan perubahan di era Revolusi Industri 4.0 untuk 

memastikan kelangsungan bisnis. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan 

adalah memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran, sekaligus menyesuaikan 

dengan preferensi konsumen yang semakin condong pada pembelian secara online 

dibandingkan offline (Ayodya, 2020). 

UMKM di Indonesia memainkan peran yang sangat krusial dalam perekonomian 

nasional, dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (60%) 

dan penyerapan tenaga kerja (97%). Namun, meskipun UMKM mendominasi 

sektor usaha dengan 90%, pelaku usaha hanya 16% dari mereka yang telah 

berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital. Ini menunjukkan adanya tantangan 

besar dalam mendorong digitalisasi di sektor UMKM yang merupakan salah satu 

pilar utama ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan 

UMKM, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mendukung transformasi digital, 

termasuk edukasi, akses teknologi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai 

(Yolanda, 2024). 
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Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini 

adalah munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik 

(electronic money/e-money). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas 

kebutuhan terhadap intrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu 

melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena 

nilai uang yang disimpan, instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media 

tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara offline, aman dan murah. Selain 

itu kemunculan uang elektronik juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik. Regulasi ini 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

dan kemudian diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 

Perubahan-perubahan tersebut memperkuat posisi BI dalam mengatur dan 

mengawasi sistem keuangan serta pembayaran, sekaligus mendorong inklusi 

keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, 

termasuk uang elektronik. Undang-undang ini menjadi dasar hukum penting untuk 

pengembangan kebijakan moneter dan sistem pembayaran di Indonesia, termasuk 

regulasi terkait uang elektronik dan upaya mendorong masyarakat menuju less cash 

society (Hendarsyah, 2016). 

Saat ini terdapat beberapa penyedia uang elektronik yang beroperasi di Indonesia 

sebagai alat pembayaran non tunai yang dapat digunakan dalam berbagai sektor 

usaha, termasuk Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja. Kehadiran beragam aplikasi 

pembayaran non tunai membuat pedagang kesulitan dalam menyediakan banyak 

opsi pembayaran, sehingga sebelum QRIS diperkenalkan, beberapa jenis kode QR 

mengharuskan kasir untuk menyediakan layanan pembayaran non tunai. Dalam 

rangka peringatan HUT RI ke-74 pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia 

memperkenalkan standar Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 

sebagai solusi untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran berbasis kode 

QR. QRIS memiliki kemampuan untuk beroperasi di semua pedagang yang 

bermitra dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pengguna aplikasi 

e-wallet seperti Dana, LinkAja, Gopay, dan OVO dapat melakukan transaksi 

dengan toko atau pedagang dengan cara memindai kode QRIS yang disediakan oleh 
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pedagang menggunakan satu jenis aplikasi e-wallet. Hal ini meningkatkan efisiensi 

dan keterjangkauan dalam transaksi pembayaran, mempercepat inklusi keuangan di 

Indonesia, serta meningkatkan tingkat kemajuan UMKM, yang semuanya 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2020). 

Kota terbesar di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung, yang juga 

merupakan ibu kota provinsi tersebut. Kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, 

perdagangan, dan pendidikan di Lampung. Dengan populasi yang padat dan 

berbagai fasilitas yang lengkap, Bandar Lampung menjadi lokasi penting bagi 

berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Di Kota Bandar Lampung terdapat 1.073.451 

jiwa penduduk yang mendiami wilayah seluas 192.96 km2. Kota Bandar Lampung 

merupakan kota dengan pemilik UMKM yang cukup banyak dan tersebar di 20 

kecamatan dengan 126 keluruhan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan jumlah 

UMKM yang ada di kota Bandar Lampung: 

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 2023 

No. Tahun Jumlah UMKM 

1. 2020 118.533 

2. 2021 118.533 

3. 2022 4.460 

4. 2023 30.940 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, (Diolah peneliti, 

2025). 

Berdasarkan pada tabel di atas Pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung dari 

tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020 

hingga 2021, jumlah UMKM tercatat stagnan di angka 118.533, karena dampak 

pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan pembaruan data. 

Pada tahun 2022, jumlah UMKM menurun drastis menjadi 4.460, akibat verifikasi 

ulang data oleh pemerintah, sehingga UMKM yang tidak aktif atau tidak memenuhi 

kriteria dikeluarkan dari daftar. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan tajam 

menjadi 30.940, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan munculnya 

banyak usaha baru. 

Implementasi sistem pembayaran non-tunai, baik untuk transaksi online maupun 

offline, beriringan dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang semakin meningkat, memudahkan proses transaksi antara 
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pelanggan dan pelaku UMKM. Penggunaan QR Code dalam sistem pembayaran 

QRIS berfungsi untuk menstandarisasi semua pembayaran non-tunai. Salah satu 

alasan utama pengembangan QRIS adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

pelaku UMKM, yang sebelumnya harus menyediakan berbagai kode QR dari 

berbagai penerbit untuk setiap transaksi non-tunai. Dengan banyaknya aplikasi 

dompet digital yang tersedia, penjual diharuskan untuk menyediakan sejumlah 

layanan kode QR sesuai dengan jumlah aplikasi yang ada. Hal ini menciptakan 

kompleksitas, karena setiap aplikasi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda 

untuk pemindaian kode QR. Keberadaan berbagai kode QR dari penjual dapat 

menyebabkan kebingungan dan kerepotan bagi konsumen dalam melakukan 

pemindaian, karena mereka harus memahami dan menyesuaikan dengan setiap 

ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, QRIS hadir sebagai solusi yang 

menyederhanakan proses pembayaran, memungkinkan konsumen untuk cukup 

memindai satu kode QR yang diterima oleh berbagai aplikasi dompet digital. Ini 

tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan pengalaman 

yang lebih nyaman bagi pelanggan (Listiyono, H., dkk., 2024). 

Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi 

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat 

mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk 

mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia 

menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi 

pembayaran digital di Indonesia yang disebut QRIS untuk melakukan transaksi atau 

pembayaran nontunai dengan pembeli secara lebih efisien dengan penggunaan 

QRIS. QRIS bisa dimanfaatkan melalui aplikasi pembayaran yang terpasang di 

telepon genggam yang terkoneksi dengan internet. Keuntungan menggunakan 

QRIS adalah memudahkan UMKM memberikan uang kembalian kepada konsumen 

dan mengurangi kebiasaan untuk membawa uang tunai saat berbelanja. Selain itu, 

pembayaran non-tunai melindungi pelaku usaha dari penerimaan uang palsu selama 

transaksi (Darwiyani, A. P., dkk., 2023). 

Salah satu penelitian yang menunjukkan manfaat penggunaan QRIS pada UMKM 

di Kota Bandar Lampung adalah penelitian yang mengkaji efektivitas penggunaan 
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QRIS di tiga UMKM: KL Coffee, Kopi Ketje Kedaton, dan Marley’s Cafe. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS secara signifikan meningkatkan 

omset penjualan di ketiga usaha tersebut (Christine, N., 2023). Ekonom Senior 

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung Fiskara Indawan, mengatakan Jumlah 

merchant yang menggunakan QRIS hingga 31 Agustus 2024 terbanyak berasal dari 

Kota Bandar Lampung dengan jumlah mencapai 266.742 merchant (Kanafi, R. I. 

S., 2024). 

Tabel 2. Jumlah Merchant QRIS di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 

2023 

No. Tahun Jumlah Merchant QRIS Laju Pertumbuhan 

1. 2020 47.589 - 

2. 2021 101.740 73,68% 

3. 2022 205.873 73,68% 

4. 2023 249.314 73,68% 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, (Diolah peneliti, 2025). 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, jumlah merchant QRIS di Kota Bandar Lampung 

mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 

2020, jumlah merchant tercatat sebanyak 47.589 unit. Angka ini kemudian 

melonjak menjadi 101.740 merchant pada tahun 2021, 205.873 merchant pada 

tahun 2022, dan mencapai 249.314 merchant pada tahun 2023. Jika dihitung 

menggunakan rumus laju pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode tersebut 

adalah sebesar 73,68%. Artinya, setiap tahunnya jumlah merchant QRIS di Kota 

Bandar Lampung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penelitian mengenai implementasi QRIS pada UMKM yang dilakukan oleh 

(Baihaqi, M. A., 2024) di Kota Semarang yang menerangkan bahwa hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi QRIS memberikan kemudahan 

transaksi, meningkatkan keamanan, dan membantu pencatatan keuangan UMKM. 

Namun, masih terdapat kendala seperti ketergantungan pada koneksi internet, 

rendahnya literasi digital, serta beban biaya Merchant Discount Rate (MDR) 

sebesar 0,3%. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan banyak pelaku UMKM 

enggan menggunakan QRIS. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan peningkatan 

infrastruktur digital agar penerapan QRIS lebih optimal. 
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Penelitian lainnya mengenai implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM  

juga pernah di teliti oleh (Amanda, dkk., 2021) dengan judul Implementasi 

Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak yang mengatakan bahwa 

implementasi QRIS di Kota Pontianak belum optimal karena rendahnya 

pemahaman UMKM, keterbatasan akses teknologi, dan preferensi transaksi tunai. 

Kurangnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah juga 

menghambat adopsi QRIS. Diperlukan peningkatan edukasi, dukungan 

infrastruktur, dan kerja sama lebih erat untuk mempercepat digitalisasi UMKM. 

Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa adanya 

perbedaan dalam penerapan sistem pembayaran QRIS. Oleh karena itu, penelitian 

ini menawarkan kebaharuan dengan fokus pada analisis sejauh mana sistem 

pembayaran QRIS telah diimplementasikan dengan baik dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan 

QRIS di kalangan UMKM, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun tingkat 

literasi digital. Relevansi antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada 

pengkajian kebijakan terkait implementasi sistem pembayaran QRIS, yang menjadi 

perhatian utama dalam mendukung pengembangan UMKM dan mempercepat 

transformasi ekonomi digital di tingkat lokal maupun nasional. 

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam sistem pembayaran 

menggunakan QRIS. Peneliti menemukan bahwa beberapa UMKM pengguna 

QRIS membebankan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen. 

MDR merupakan biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha (merchant) setiap 

kali terjadi transaksi menggunakan QRIS dan seharusnya menjadi kewajiban yang 

ditanggung oleh merchant. Bank Indonesia juga telah menetapkan bahwa merchant 

dilarang membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang menggunakan jalur 

pembayaran nontunai. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, beberapa pelaku 

usaha justru membebankan biaya MDR kepada konsumen. Sebagian besar pelaku 

usaha enggan menanggung biaya tambahan atas penjualan barang dan/atau jasa 

mereka karena dianggap dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Hal ini 
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dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap penggunaan QRIS dan 

menghambat upaya peningkatan inklusi keuangan di kalangan UMKM.  Selain itu, 

rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek teknis dan regulasi QRIS 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang 

berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana 

implementasi QRIS telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan serta 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk itu mengacu 

pada fenomena-fenomena yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan bahasan “Implementasi Sistem Pembayaran Quick 

Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

(UMKM) Di Kota Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota 

Bandar Lampung? 

2. Apa saja kendala dalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada 

UMKM di Kota Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui proses pengimplementasian sistem pembayaran QRIS 

pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam implementasi sistem 

pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

akademisi di bidang ilmu administrasi negara, khususnya terkait 
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penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van 

Meter dan Van Horn (1975), yang memiliki relevansi dalam penelitian 

tentang implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut 

mengenai implementasi kebijakan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta 

informasi yang dapat menjadi referensi, khususnya bagi Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Lampung, pelaku UMKM, masyarakat, serta para 

pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi sistem 

pembayaran QRIS di Kota Bandar Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang digunakan dalam tinjauan pustaka berfungsi untuk 

menyusun alur yang sistematis dalam konsep dan teori. Untuk melengkapi 

penelitian ini, penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai rujukan atau 

standar. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Limitasi Penelitian 

1. Muhammad 

Akbar Baihaqi., 

(2024) 

Penerapan Sistem 

Pembayaran QRIS 

(Quick Response 

Code Indonesian 

Standard) pada 

UMKM di Kota 

Semarang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

implementasi QRIS di 

Kota Semarang 

memberikan 

kemudahan transaksi, 

meningkatkan 

keamanan, dan 

membantu pencatatan 

keuangan UMKM. 

Namun, masih 

terdapat kendala 

seperti 

ketergantungan pada 

koneksi internet, 

rendahnya literasi 

digital, serta beban 

biaya Merchant 

Discount Rate (MDR) 

sebesar 0,3%. 

Kurangnya sosialisasi 

juga menyebabkan 

banyak pelaku 

UMKM enggan 

menggunakan QRIS. 

Oleh karena itu, 

diperlukan edukasi 

dan peningkatan 

infrastruktur digital 

agar penerapan QRIS 

lebih optimal. 

Fokus penelitian ini 

adalah memahami 

penerapan QRIS pada 

UMKM di Kota 

Semarang, dengan 

meneliti tingkat adopsi, 

manfaat, serta 

hambatan yang 

dihadapi pelaku usaha, 

baik yang sudah 

maupun yang belum 

menggunakan QRIS. 



10 
 

 

2. Ayunda Azhari., 

(2021). 

Implementasi 

Sistem 

Pembayaran 

Quick Response 

Code Indonesian 

Standar (Qris) 

Pada Sektor 

Umkm Di Kota 

Pematangsiantar 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

implementasi QRIS di 

UMKM Kota 

Pematangsiantar 

meningkatkan 

efisiensi transaksi dan 

mendorong 

digitalisasi keuangan. 

Meskipun 

memberikan 

kemudahan dan 

keamanan, masih ada 

kendala seperti 

kurangnya 

pemahaman pelaku 

UMKM dan 

keterbatasan 

infrastruktur. Namun, 

adopsi QRIS terus 

berkembang, 

membantu 

pertumbuhan UMKM 

dan perekonomian 

daerah. 

 

Fokus penelitian ini 

menganalisis 

implementasi QRIS 

pada UMKM di 

Pematangsiantar, 

mencakup pemahaman, 

manfaat, dan hambatan 

penggunaannya. 

Mayoritas pelaku 

UMKM mengenal 

QRIS sebagai metode 

pembayaran digital 

yang mempermudah 

transaksi. Namun, 

kendala utama yang 

dihadapi adalah koneksi 

internet yang tidak 

stabil dan biaya 

Merchant Discount 

Rate (MDR) sebesar 

0,07%. 

3. Zhafiera Ivaliant 

Amanda, Netty 

Herawati, Dwi 

Haryono., 

(2021). 

Implementasi 

Kebijakan Quick 

Response Code 

Indonesian 

Standard (Qris) 

Pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

(Umkm) Di Kota 

Pontianak 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

implementasi QRIS di 

Kota Pontianak belum 

optimal karena 

rendahnya 

pemahaman UMKM, 

keterbatasan akses 

teknologi, dan 

preferensi transaksi 

tunai. Kurangnya 

koordinasi antara 

Bank Indonesia dan 

pemerintah daerah 

juga menghambat 

adopsi QRIS. 

Diperlukan 

peningkatan edukasi, 

dukungan 

infrastruktur, dan 

kerja sama lebih erat 

untuk mempercepat 

digitalisasi UMKM. 

 

Fokus penelitian ini  

adalah implementasi 

QRIS dalam 

mendukung UMKM di 

Kota Pontianak, 

mengidentifikasi 

kendala seperti 

kurangnya pemahaman, 

keterbatasan teknologi, 

dan preferensi transaksi 

tunai. Dengan 

pendekatan kualitatif 

deskriptif dan teori 

Edward III, penelitian 

menegaskan perlunya 

peningkatan sosialisasi 

dan kolaborasi antara 

Bank Indonesia dan 

pemerintah daerah 

untuk mempercepat 

adopsi QRIS dan 

digitalisasi UMKM 

4. Sinta Kerta 

Asmita, Adhitya 

Bayu 

Suryantara., 

(2024). 

The 

implementation of 

QRIS-based 

payment gateway 

system for the 

development of 

MSMEs 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

QRIS membantu 

UMKM beradaptasi 

dengan transaksi 

digital, meningkatkan 

efisiensi, dan 

Fokus penelitian ini 

adalah menganalisis 

implementasi QRIS 

dalam mendukung 
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mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi. QRIS 

mempermudah 

pencatatan keuangan, 

meningkatkan 

penjualan, serta 

melindungi dari risiko 

uang palsu, sehingga 

mendukung 

percepatan 

digitalisasi UMKM 

dan pemulihan 

ekonomi. 

 

digitalisasi UMKM dan 

pemulihan ekonomi 

pasca pandemi. QRIS 

membantu pelaku usaha 

beradaptasi dengan 

transaksi non-tunai, 

meningkatkan efisiensi, 

serta mempercepat 

digitalisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa QRIS berperan 

penting dalam 

meningkatkan 

penjualan dan 

mempermudah 

transaksi bagi UMKM. 

 

5. Vimala 

Balakrishnan, 

Nor Liyana 

Mohd Shuib., 

(2021). 

Drivers and 

inhibitors for 

digital payment 

adoption using the 

Cashless Society 

Readiness-

Adoption model 

in Malaysia 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwa kesiapan 

masyarakat Malaysia 

untuk adopsi 

pembayaran digital 

dipengaruhi oleh 

beberapa faktor 

pendorong dan 

penghambat. 

Fokus Penelitian 

terletak pada 

identifikasi faktor 

pendorong (drivers) dan 

penghambat (inhibitors) 

adopsi pembayaran 

digital di Malaysia. 

Penelitian berfokus 

pada kesiapan 

masyarakat Malaysia 

untuk adopsi 

pembayaran digital 

secara umum, tanpa 

fokus spesifik pada 

UMKM atau wilayah 

tertentu. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis paparkan, relevansi 

dalam penelitian ini adalah terletak pada fokusnya terhadap implementasi QRIS 

pada UMKM, khususnya dalam mengidentifikasi manfaat, hambatan, dan tingkat 

adopsi QRIS. Seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menyoroti 

tantangan teknis dan regulasi, seperti biaya MDR serta tingkat literasi digital pelaku 

usaha. Secara keseluruhan, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis 

faktor teknis dan regulasi dalam penerapan QRIS, khususnya terkait kepatuhan 

UMKM terhadap aturan BI, serta dampak sistem pembayaran digital ini terhadap 
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keberlanjutan UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan 

perspektif lebih mendalam mengenai tantangan implementasi QRIS, termasuk 

hambatan infrastruktur, literasi digital, dan kebijakan biaya transaksi, yang belum 

banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan teori 

implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang lebih 

menekankan pada variabel kinerja kebijakan dan interaksi antaraktor. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai 

alat pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang muncul dan memberikan 

solusi kepada masyarakat. Lebih lanjut kebijakan publik digambarkan sebagai 

tindakan yang dilakukan (Purba et al, 2022). Hal ini sejalan dengan apa yang 

dijelaskan oleh Dunn (1994) dalam (Pasolong, 2013), kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti 

pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas, perkotaan dan lain- lain. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Thomas R Dye dalam (Rusli, 2015) bahwa 

kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh 

pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. 

Kemudian Richard Rose dalam (Rusli, 2015) juga menyatakan bahwa kebijakan 

publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang 

saling berhubungan dan memiliki konsekusensi bagi yang berkepentingan sebagai 

keputusan yang berlainan. 

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintahan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak 

berbuat sesuatu yang bertujuan sebagai penyelesaian atau solusi atas sebuah 

persoalan yang dihadapi. 
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2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan merupakan tahap krusial pada siklus kebijakan yang 

menghubungkan perencanaan dengan hasil nyata. Dalam pandangan Mazmanian 

dan Sabatier dalam (Pramono, 2020), implementasi adalah sebuah proses sistematis 

yang berperan untuk menjalankan kebijakan dengan cara yang efektif agar tujuan 

kebijakan dapat tercapai. Mereka memandang implementasi sebagai aktivitas yang 

dimulai hanya setelah kebijakan dirancang, sehingga proses ini berfokus pada 

langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan keberhasilan pencapaian sasaran. 

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) memperluas pemahaman berkenaan 

dengan implementasi bersama menekankan keterlibatan berbagai aktor, baik 

individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta. Mereka menunjukkan bahwa 

implementasi adalah proses kolaboratif yang bergantung pada peran berbagai pihak 

yang terlibat dalam mencapai tujuan kebijakan. Perspektif ini menggarisbawahi 

bahwa keberhasilan implementasi bukan sebatas memiliki ketergantungannya pada 

perumusan kebijakan, melainkan pula pada kerja sama serta interaksi antara para 

pelaksana serta dukungan dari aktor yang relevan. 

Dengan demikian, kedua pandangan ini melengkapi pemahaman tentang 

implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menyoroti pentingnya efektivitas 

langkah-langkah implementasi yang terstruktur, sementara Van Meter dan Van 

Horn (1975) menggarisbawahi pentingnya kerja sama antaraktor untuk mencapai 

tujuan kebijakan. Implementasi, dalam hal ini, bukan sekadar menjalankan rencana, 

tetapi juga melibatkan dinamika dan koordinasi lintas sektor agar hasilnya dapat 

dirasakan secara nyata di masyarakat. 

Pada pandangan George C. Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005), 

pengimplementasian kebijakan tidaklah sekadar tahap administratif, melainkan 

merupakan bagian integral dari keseluruhan proses kebijakan yang melibatkan 

interaksi antara berbagai pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk 

menghasilkan regulasi yang relevan dan memberi dampak langsung pada 

masyarakat. George C. Edward III (1980) menyoroti pentingnya perhatian yang 

lebih besar terhadap implementasi, yang seringkali terabaikan dalam banyak kasus 
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kebijakan. Ketidakberhasilan implementasi kebijakan, menurutnya, banyak 

disebabkan oleh kurangnya fokus pada tahap ini, meskipun kebijakan tersebut telah 

disusun dengan baik di tingkat perencanaan. 

George C. Edward III (1980) mengembangkan model "direct and indirect impact 

on implementation" yang menggambarkan bagaimana kebijakan dapat memiliki 

dampak langsung atau tidak langsung pada pelaksanaannya. Dampak langsung 

mencakup tindakan yang segera terlihat setelah kebijakan diterapkan, sementara 

dampak tidak langsung mencakup faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan, tetapi tidak selalu tampak secara langsung. Kedua jenis 

dampak ini harus dipertimbangkan secara komprehensif agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan dengan efektif. George C. Edward III (1980) kemudian 

mengidentifikasi empat isu pokok yang menurutnya sangat mempengaruhi 

keberhasilan pengimplementasian kebijakan, meliputi yakni (1) komunikasi, (2) 

sumberdaya, (3) disposisi, beserta (4) susunan birokrasi. (Tresiana, N. & Djuaji, N. 

2017). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, terlihat bahwa implementasi kebijakan 

lebih dari sekadar pelaksanaan teknis membutuhkan koordinasi lintas sektor serta 

peranan yang aktif melalui seluruh pihaknya yang memiliki keterlibatannya, serta 

perhatian khususnya dalam berbagai faktor yang mampu menjadi pemengaruh 

keberhasilan pelaksanaannya. Tanpa perhatian yang memadai terhadap aspekaspek 

ini, kebijakan, meskipun sudah dirancang dengan baik, berisiko gagal atau tidak 

memberikan hasil yang optimal. 

Perbandingan antara pandangan Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn 

(1975), dan George C. Edward III (1980) pada urusan implementasi kebijakan 

memperlihatkan bahwasanya ketiganya memberi sorotan pada krusialnya meninjau 

implementasi kebijakan dengan cenderung luas dibanding sekedar pelaksanaan 

teknis. Dalam praktik, penggabungan atas ketiga pendekatan ini mampu 

menyediakan wawasan yang cenderung komprehensif berkaitan dengan tahapan 

dari implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier fokus pada pentingnya 

keselarasan antara kebijakan yang direncanakan dan bagaimana kebijakan tersebut 

diimplementasikan secara efektif melalui faktor struktural beserta sumber daya 
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yang mendukung. Van Meter dan Van Horn (1975), di sisi lain, menekankan 

interaksi antar berbagai aktor baik dari sektor publik maupun swasta yang harus 

bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan, sehingga mereka menyoroti 

pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi. George C. Edward III 

(1980), sementara itu, memberikan perhatian khusus pada aspek praktis dan sering 

kali terabaikan dalam implementasi, seperti komunikasi yang jelas, disposisi 

pelaksana yang tepat, dan struktur birokrasi yang efisien. Berikut adalah 

perbandingan teori implementasi kebijakan antara Mazmanian dan Sabatier, Van 

Meter dan Van Horn (1975), dan George C. Edward III (1980). 

Tabel 4. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan 

No Teori Kelebihan Kekurangan Relevansi 

1. Mazmanian & 

Sabtier (1980) 
Menekankan 

pentingnya konteks 

sosial, politik, dan 

ekonomi dalam 

implementasi 

kebijakan. 

Memperhatikan 

interaksi antara 

berbagai pemangku 

kepentingan. 

Bersifat top-down, 

sehingga kurang 

mempertimbangkan 

dinamika lapangan 

dan masukan dari 

aktor yang lebih 

kecil seperti 

UMKM. 

Relevan untuk 

menganalisis 

bagaimana konteks 

lokal di Bandar 

Lampung 

mempengaruhi adopsi 

QRIS oleh UMKM, 

serta bagaimana 

interaksi antara Bank 

Indonesia dan pelaku 

UMKM dapat 

memengaruhi 

keberhasilan 

implementasi. 
2. Van Meter Van 

Horn (1975) 
Memberikan 

kerangka kerja yang 

komprehensif untuk 

menganalisis faktor-

faktor yang 

memengaruhi hasil 

implementasi, 

termasuk, standard 

an sasaran 

kebijakan, sumber 

daya, karakteristik 

agen pelaksana, 

kondisi sosial, 

ekonomi, politik, 

dan disposisi atau 

sikap. 

Kompleksitas 

analisis dapat 

menjadi tantangan 

dalam penerapan 

praktis di lapangan. 

Sangat relevan karena 

penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

berbagai faktor yang 

memengaruhi 

implementasi QRIS, 

termasuk pemahaman 

pelaku UMKM, serta 

koordinasi pihak 

regulator dan 

pemerintah. 

3. George C. Edward 

III (1980) 
Menyediakan 

pendekatan 

sistematis dengan 

fokus pada empat 

variabel kunci: 

komunikasi, sumber 

daya, disposisi 

kurang 

memperhatikan 

aspek eksternal 

seperti kondisi 

sosial-ekonomi 

lokal, preferensi 

pelaku UMKM, 

serta tantangan 

Cukup relevan untuk 

mengukur peran 

komunikasi antara 

Bank Indonesia dan 

UMKM dalam 

menyampaikan aturan 

QRIS, serta 

efektivitas struktur 
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pelaksana, dan 

struktur birokrasi. 

politik dan regulasi 

yang memengaruhi 

implementasi 

kebijakan.  

pelaksana di tingkat 

lokal. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025. 

 

Peneliti memilih teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 

(1975) karena teori ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk 

menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan, termasuk dalam konteks sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota 

Bandar Lampung. Teori ini mencakup indikator penting seperti standar kebijakan, 

sumber daya, karakteristik agen pelaksana, keadaan sosial, ekonomi, serta politik, 

dan disposisi atau sikap pelaksana. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung serta 

menghambat penerapan QRIS, seperti pemahaman pelaku UMKM terhadap 

kebijakan QRIS, dan dukungan dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan 

Pemerintah. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi 

sejauh mana implementasi QRIS sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan transformasi digital 

di sektor UMKM. Dengan demikian, teori Van Meter dan Van Horn (1975) menjadi 

alat analisis yang relevan dan efektif untuk memahami dinamika implementasi 

QRIS dalam konteks lokal yang spesifik. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 

QRIS yakni standar dari kode QR yang dipergunakan teruntuk pembayaran di 

Indonesia, yang dilakukan pengembangannya melalui Bank Indonesia beserta 

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) guna menyediakan fasilitas akan 

tahapan pembayaran (Sriekaningsih, 2020). Seluruh yang menyiapkan layanan 

pembayaran dengan basis kode QR diharuskannya agar mempergunakan QRIS 

yang berkesesuaian pada ketetapan yang diaturnya melalui Peraturan Anggota 

Dewan Gubernut (PADG) Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 

Februari 2025 (Perubahan Ketiga atas PADG 21/18/PADG/2019) tentang 

Implementasi Standard Internasional untuk pelaksanaan pembayaran  
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QRIS yakni satu pengupayaan teruntuk standarisasi melalui Bank Indonesia dalam 

pemakaian metode kode QR menjadi pembayaran. Tujuannya yakni teruntuk 

membuatnya lebih sederhana, mempercepatnya, serta mempertahankan adanya 

keamanan pada tahapam transaksi memakai kode QR (Tarman, M., 2023). Bank 

Indonesia mengambil konsepnya “UNGGUL” dengan pengimplementasian QRIS 

ini. Konsep “UNGGUL” pada hal ini mengandung artian sebagai berikut: 

1. Universal: seluruh lapisan masyarakat baik dalam maupun luar negeri dapat 

menggunakan QRIS untuk bertransaksi.  

2. Gampang: mudah, aman dan dalam satu genggaman dalam bertransaksi 

secara nontunai  

3. Untung: Efisien, satu code QR untuk seluruh aplikasi  

4. Langsung: kelancaran sistem pembayaran yang menyebabkan transaksi ini 

menajadi lebih cepat diterima. 

Tujuan utama akan keberadaan QRIS yakni teruntuk memudahkan transaksi 

pembayaran digital yang diperuntukan kepada masyarakat serta membuka 

kemungkinan adanya pengawasan melalui regulator pada sebuah pintu. QRIS 21 

tercipta menjadi pengupayaan guna membentuk "satu sistem bagi seluruh model 

pembayaran" yang mampu dipergunakan segala lapisan dari masyarakat. Maka 

QRIS mampu dipergunakan dalam seluruh merchant yang bekerja sama bersama 

PJSP contohnya OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, serta lainnya 

(Sriekaningsih, A. 2020). 

Mulai 1 Januari 2020, seluruh Penyelenggara layanan pembayaran (PJSP) 

diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk mengadobsi sistem pembayaran 

menggunakan QRIS sebagai pemersatu seluruh aplikasi pembayaran yang 

menggunakan QR Code. Kemudian, QRIS dapat dimanfaatkan oleh merchant yang 

memiliki hubungan dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Karena 

sistem QR Code ini beroperasi dalam Merchant Presented Mode (MPM). Pengguna 

hanya perlu memindai QR Code pada perangkat QRIS mereka di merchant-

merchant yang berpartisipasi yang mendukung transaksi QR. Merchant yang 

menerima antara lain LinkAja, Gopay, OVO, DANA, dan Bukalapak. Cukup 

menggunakan satu Kode QR terintegrasi. Dengan demikian, transaksi dapat 
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diselesaikan terlepas dari aplikasi pembayaran QR yang digunakan oleh pengguna. 

Batasan transaksi yang diizinkan berdasarkan pedoman penerapan QRIS adalah Rp 

2.000.000 per transaksi. Penerapan QRIS merupakan salah satu tujuan dari visi 

Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Dengan QRIS diharapkan transaksi 

pembayaran menjadi lebih efisien atau sederhana, inklusi keuangan di Indonesia 

akan meningkat, dan UMKM akan menjadi lebih canggih, sehingga mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Pada setiap transaksi juga akan dikenakan biaya MDR (Merchant Discount Rate). 

MDR QRIS adalah biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara 

Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS. BI sebagai regulator 

tidak mengambil bagian dari biaya MDR ini sepenuhnya diberikan kepada industri. 

Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, lembaga switching, 

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyelesaian Transaksi 

Elektronik Nasional (PTEN). Biaya MDR ditanggung oleh merchant dan tidak 

boleh dibebankan kepada konsumen. Besarnya biaya MDR ditetapkan oleh BI dan 

berlaku sesuai dengan kategori merchant dan nilai transaksi. Berikut adalah 

Pembagian tarif MDR saat bertransaksi menggunakan QRIS. Kebijakan ini berlaku 

efektif mulai 15 Maret 2025 sebagaimana tertuang dalam Siaran Pers RDG Februari 

2025.  

Tabel 5. Panduan pembagian MDR QRIS bagi merchant 

Jenis Merchant Kategori                               Nominal Transaksi % MDR 

Reguler Usaha Mikro (UMI)  ≤Rp500.000,00 (kurang 

dari atau sama dengan 

lima ratus ribu rupiah)  

0% 

Nominal Transaksi 

>Rp500.000,00 (lebih dari 

lima ratus ribu rupiah)   

0,3% 

Usaha Kecil (UKE), 

Usaha Menengah 

(UME), dan Usaha Besar 

(UBE)  

 0,7% 

Khusus 

 

 

 

Pendidikan 

 

0,6% 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

 

0,4% 

Badan Layanan Umum (BLU), Public Service 

Obligation (PSO),  Government to People (G2P) 

seperti Bantuan Sosial (Bansos), People 

0% 
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to Government (P2G) antara lain pajak, paspor, dan 

donasi sosial (nirlaba)  

Sumber: Bank Indonesia, 2025. 

 

Berdasarkan Tabel 5 mengenai panduan pembagian Merchant Discount Rate 

(MDR) QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2025), diketahui bahwa tarif 

MDR sebesar 0,3% berlaku bagi merchant kategori usaha mikro (UMI) dengan 

nominal transaksi lebih dari Rp500.000,00. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan 

menggunakan QRIS pada usaha mikro dan melebihi batas nominal tersebut akan 

dikenakan potongan sebesar 0,3% dari total nilai transaksi. Dalam konteks MDR 

QRIS, potongan 0,3% berarti setiap transaksi akan dipotong sebesar tiga per seribu 

dari nominal transaksinya.Sebagai contoh, apabila seorang konsumen melakukan 

pembayaran sebesar Rp1.000.000 melalui QRIS, maka potongan MDR sebesar 

0,3% berarti: 0,3% × Rp1.000.000 = 0,003 × Rp1.000.000 = Rp3.000. 

1. Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS 

1) Merchant Presented Mode 

Teknik yang dipergunakan pada jenis ini yakni merchat memiliki 

persediaan akan kode QR serta sewaktu pelanggan menjalankan pembelian 

membuat pelanggan diharuskan untuk scan kode QR yang tersediakan 

melalui merchat. Terdapat 2 bentuk kode QR Merchant Prented Mode: 

a. Statis 

a) Print-Out Stiker QRIS memperlihatkan ID Merchant bersama kode 

QR yang sifatnya tetap.  

b) Pelanggan mampu mengetik total nominal transaksi pada aplikasi 

pembayaran digital yang terdapat di smartphone milik pelanggan. 

b. Dinamis 

a) Mesin Electronic Data Capture (EDC) akan mengeluarkan struk 

pembayaran bersama kode QR serta memperlihatkan nominal 

pembayaran melalui monitornya.  

b) Setiap transaksi teridentifikasi melalui kode QR yang unik.  

c) Dalam Kode QR nominal transaksi juga terdapat di dalamnya. 
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2) Customer Presented Mode 

Setiap orang mampu mempergunakan kode Customer Presented Mode 

serta teruntuk mekanisme mampu dijalankan melalui tahapan yakni 

pelanggan mampu melakukan pemilihan serta melakukan pengunduran 

dalam beragam aplikasi pembayaran digital dengan lewat ponsel pintar, 

selanjutnya pastikanlah aplikasi itu terdapat saldo yang tergolong cukup 

serta yang paling akhir pemilik merchant menjalankan scan kode QR yang 

diperlihatkan lewat ponsel pintar pelanggan mempergunakan mesin yang 

sudah tersediakan. 

Persyaratan yang diharuskan pemenuhannya melalui individu yang 

berkeinginan untuk menjalankan transaksi mempergunakan QRIS yakni 

punya smartphone yang juga memiliki koneksinya dengan internet, aplikasi 

pembayaran digital beserta saldo yang cukup pada nilai transaksi di aplikasi 

pembayaran digital. 

a. Cara Transaksi Sebelum QRIS Merchant harus menyediakan beberapa 

aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non 

tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya 

harus tersedia pada merchant. 

b. Cara Transaksi Setelah QRIS, merchant tidak perlu lagi menyiapkan 

beberapa aplikasi pembayaran; mereka hanya perlu menunjukkan satu 

kode QR di toko, yang dapat dibaca oleh konsumen menggunakan 

berbagai program pembayaran diponsel mereka. 

 

 

Gambar 1. Gambaran sebelum dan sesudah adanya QRIS 

Sumber: Bank Indonesia, 2021. 



21 
 

2.5 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 

UMKM merupakan kepanjangan  dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. UMKM 

sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh 

perorangan, kelompok, atau badan usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

Dalam UU tersebut disebutkan UMKM adalah sesuai jenis usahanya yakni usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Penggolongan UMKM dilakukan dengan 

batasan omset per tahun. Definisi UMKM adalah sebagai berikut. Sulaeman, S. 

(2023).  

1. Usaha Mikro yakni satu usaha yang produktif yang kepimilikan dari 

perseorangan maupun badan deusaha kepemilikan dari perorangan yang 

mencukupi kriteria usaha mikro seperti yang diaturnya pada UU ini.  

2. Usaha Kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdirinya dengan 

mandiri, yang dilakukan pengoperasiannya dengan perorangan maupun 

badan usaha yang tidak menjadi anakan dari perusahaan maupun tidak 

merupakan cabang dari perusahaan yang dimilikinya, dikuasainyam 

maupun merupakan bagian entah dengan langsung atau tak langsung pada 

Usaha menengah ataupun Usaha Besar yang mencukupi dari kriteria Usaha 

Kecil seperti yang dimaksudkan pada UU ini.  

3. Usaha Menengah yakni usaha ekonomi dengan produktif yang berdirinya 

dengan sendiri yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha yang 

tidak menjadi anakan dari perusahaan ataupun tidak sebagai cabang 

perusahaan yang dimilikinya, dikuasainya, maupun menjadi bagiannya 

entah dengan langsung atau tak langsung 

Berbagai pendapat berhubungan dengan UMKM menurut Instansi serta lembaga 

yang berkaitan meliputi atas KEMENKOPUKM, memberi pernyataan akan Usaha 

Kecil (UK) yang termasuknya Usaha Mikro (UMI) yakni entitas usaha yang 

mengemban kekayaan bersihnya maksimal Rp. 200.000.000, tidak termasuknya 

tanah serta bangunan yang menjadi lokasi usaha, serta punya penjualan tahunan 

maksimal Rp. 1.000.000.000. Sedangkan, Usaha Menengah (UM) yakni entitas 

usaha kepunyaan warga negara Indonesia yang mengemban kekayaan bersihnya 

melampaui Rp. 2.000.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000, tidak termasuknya tanah 
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serta bangunan. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 

pendefinisian UMKM berdasar kepada jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro yakni 

entitas yang mengemban total tenaga kerja 1 hingga 4 orang, Usaha Kecil 

mengemban total tenaga kerja 5 hingga 19 orang, sementara Usaha Menengah yakni 

entitas usaha yang mempunyaii tenaga kerja 20 hingga 99 orang. 

 

Tabel 6. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU No.20 Tahun 

2008 

No. Kriteria Usaha Aset Omset 

1. Usaha Mikro Maksimal Rp50.000.000 Maksimal 

Rp300.000.000 

2. Usaha Kecil Rp50.000.000 – Rp500.000.000 Rp300.000 – 

Rp500.000.000 

3. Usaha Menengah Rp500.000.000 – 

Rp10.000.000.000 

Rp2.500.000.000 – 

Rp50.000.000.000 

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008. 

 

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro 

merupakan unit usaha yang memiliki aset maksimal sebesar Rp50 juta, serta hasil 

penjualan tahunannya tidak melebihi Rp300 juta. Sementara itu, Usaha Kecil 

memiliki aset lebih dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta, dengan hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Adapun Usaha 

Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga maksimal Rp10 

miliar, dan hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp2,5 miliar hingga maksimal 

Rp50 miliar. 

 

2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan serta landasan teori yang telah 

disebutkan di atas, dapat diringkas dalam tabel kerangka pikir berikut. 
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Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025. 

 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penggunaan sistem pembayaran QRIS masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti pembebanan biaya MDR kepada konsumen 

oleh beberapa UMKM, yang seharusnya ditanggung oleh merchant sesuai regulasi 

Bank Indonesia. Pelaku usaha enggan menanggung biaya MDR karena dianggap 

mengurangi keuntungan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen 

dan menghambat inklusi keuangan. Selain itu, rendahnya pemahaman UMKM 

terhadap aspek teknis dan regulasi QRIS menyebabkan ketidakpatuhan terhadap 

aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

Latar Belakang : 

1. Pembebanan biaya MDR kepada 

konsumen, serta rendahnya 

pemahaman pelaku usaha terkait 

aspek teknis dan aturan yang 

berlaku 

2. Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 

(Perubahan Ketiga atas PADG 

21/18/PADG/2019). tentang 

Implementasi Standar Nasional 

Quick Response Code untuk 

pembayaran 

 

Implementasi Sistem Pembayaran QRIS 

pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

 

 

Adopsi QRIS pada UMKM di Kota 

Bandar Lampung semakin efektif 

Teori Implementasi 

Kebijakan oleh Van Meter 

dan Van Horn (1975) : 

1. Standar dan Sasaran 

Kebijakan 

2. Sumber Daya 

3. Karakteristik Agen 

Pelaksana 

4. Komunikasi Antar 

Organisasi 

5. Keadaan Sosial, 

Ekonomi, dan Politik 

6. Disposisi atau Sikap 

Pelaksana 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025) 
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QRIS serta kendala yang dihadapi UMKM di Kota Bandar Lampung. Mengacu 

pada teori Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh standar dan target kebijakan, ketersediaan sumber daya, 

karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi atau 

sikap pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan 

implementasi QRIS guna mendukung digitalisasi UMKM dan meningkatkan daya 

saing ekonomi di Kota Bandar Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

menggambarkan secara mendalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada 

UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan QRIS pada UMKM, 

termasuk pemahaman pelaku usaha, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan 

infrastruktur teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak 

penggunaan QRIS terhadap efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan daya saing 

UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam 

mengoptimalkan implementasi QRIS guna mendukung digitalisasi dan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. 

3.2 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian sangat krusial untuk menjaga agar penelitian tetap 

terarah dan terfokus pada isu utama yang ingin dianalisis. Dalam konteks penelitian 

tentang implementasi QRIS sebagai pada UMKM di Kota Bandar Lampung, fokus 

ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang 

relevan dengan penerapan QRIS. Dengan fokus yang jelas, penelitian ini dapat 

mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi QRIS, seperti pemahaman 

UMKM, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, 

penelitian ini menggali faktor pendukung keberhasilan QRIS dalam meningkatkan 

efisiensi transaksi dan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi 

yang tepat bagi pemerintah dan pelaku UMKM. 

1. Fokus pertama pada penelitian ini adalah implementasi sistem pembayaran 

QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung Lampung. Teori implementasi 
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kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori Van Meter dan Van Horn 

(1975) dimana terdapat enam indikator kunci dalam memberikan pengaruh 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 

Tabel 7. Fokus Penelitian 

No. Judul Sub Fokus Aspek-Aspek yang ingin diteliti 

1. Implementasi 

Sistem 

Pembayaran QRIS 

pada UMKM di 

Kota Bandar 

Lampung 

Standar dan sasaran 

kebijakan 
 
 
 

Penelitian ini mengkaji sejauh mana 

standar teknis QRIS dan sasaran 

kebijakan yang ditetapkan Bank 

Indonesia diterapkan oleh pelaku 

UMKM di lapangan. 

2.  Sumber Daya Bagaimana bentuk dukungan sumber 

daya dari Bank Indonesia sebagai 

regulator khususnya mengenai 

ketersediaan infrastruktur dalam 

implementasi QRIS bagi UMKM yang 

ada di Bandar Lampung. 

 

3.  Karakteristik Agen 

Pelaksana 
Penelitian ini meneliti struktur 

organisasi, pembagian peran, 

koordinasi internal, serta nilai-nilai 

yang dianut oleh agen pelaksana (Bank 

Indonesia). 

 

4.  Komunikasi Antar 

Organisasi 

Penelitian ini mengkaji efektivitas 

komunikasi dan koordinasi antara 

Bank Indonesia, PJSP, dan pelaku 

usaha dalam mendukung implementasi 

QRIS. 

 

5.  Keadaan sosial, ekonomi, 

dan politik 
Dari segi sosial, peneliti ingin meneliti 

sejauh mana kebijakan dapat diterima, 

dipahami, dan dijalankan secara efektif 

di lapangan. Dari aspek ekonomi, 

penelitian akan meneliti pengaruh 

QRIS terhadap efisiensi transaksi dan  

peningkatan omzet usaha, Sementara 

dari sisi politik, penelitian akan 

mengevaluasi koordinasi antara 

pemerintah daerah dan BI, dalam 

mendorong adopsi QRIS. 

 

6.  Disposisi atau sikap 

pelaksana 
Penelitian ini meneliti sikap, 

komitmen, serta responsivitas 

pelaksana kebijakan dalam 

mendampingi dan mengedukasi pelaku 

UMKM. 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025. 

 

2. Fokus kedua pada penelitian ini terkait kendala-kendala dalam implementasi 

sistem pembayaran QRIS. Hal yang akan diteliti terkait dengan kendala apa 
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saja yang muncul hingga menjadi penghambat dalam implementasi sistem 

pembayaran QRIS bagi UMKM. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dijalankan di Kota Bandar Lampung, dengan fokus utamanya pada 

pelaku UMKM di wilayah tersebut. Penelitian ini menargetkan UMKM yang telah 

menggunakan sistem pembayaran digital QRIS dalam operasional bisnis mereka 

dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Lampung sebagai instansi 

pengelola kebijakan QRIS. Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena jumlah merchant yang menggunakan QRIS terbanyak berasal dari Kota 

Bandar Lampung, serta tantangan khusus yang dihadapi dalam pengembangan daya 

saing digital dan implementasi sistem pembayaran digital di daerah tersebut. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Acuan data berada pada fakta empiris yang ditemukan selama proses pengumpulan 

data oleh peneliti, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau 

memperoleh jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Data penelitian 

dapat berasal dari berbagai teknik dalam proses penelitian. Berikut adalah beragam 

jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian: 

1. Data primer mengarah dalam informasi yang diperolehnya dengan cara yang 

langsung melalui peneliti yang sumbernya lewat lapangan. Pada penelitian ini, 

data terkumpulkan mempergunakan proses wawancara serta hasil dari 

observasi. Adapun data primer yang dipergunakan di penelitian ini yakni 

melalui perekaman wawancara dengan langsung bersama narasumber serta 

menjalankan observasi yang berkaitan dengan pengimplementasian QRIS di 

UMKM. Dalam menjalankan wawancara, ada dua instrumen yang umumnya 

dipergunakan, yakni perekam suara serta pencatatan penelitian. 

2. Data sekunder mengarah ke evidensi pendukung yang berasalnya melalui 

beragam sumber tertulis serta dipakainya oleh peneliti teruntuk menjadi 

informasi penunjang pada aktivitas mengkajikan data primer. Terdapat 

beragam sumber data yang dipergunakan teruntuk menjadi informasi 

tambahan, mencakupi dari peraturan per-UU, perda, artikel, jurnal, situs resmi 
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yang merupakan milik pemerintah, serta data lainnya yang mengandung 

relevansi guna memberi dukungan pada penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yakni tahapan teruntuk diperolehnya data pada 

bermacam setting, beragam sumber daya, serta caranya yang beda (Sugiyono, 

2018). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dijalankan oleh peneliti 

dengan jalan wawancara, observasi beserta dokumentasi. 

1. Wawancara 

Sugiyono (2018:304), wawancara merupakan metode efektif untuk 

memperoleh informasi mendalam terkait fenomena yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali implementasi QRIS dari 

dua perspektif, yaitu pelaku UMKM dan pihak Bank Indonesia. Dari pelaku 

UMKM, wawancara bertujuan mengetahui pemahaman, manfaat, dan kendala 

penggunaan QRIS dalam usaha sehari-hari. Sementara dari pihak Bank 

Indonesia, wawancara difokuskan pada strategi implementasi, edukasi, serta 

koordinasi dengan penyedia jasa sistem pembayaran dalam mendorong adopsi 

QRIS di Kota Bandar Lampung. 

Tabel 8. Informan Penelitian 

No. Informan Jabatan 

1. Pegawai Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Lampung 

Analis Yunior Fungsi Implementasi Sistem 

Pembayaran 

2. Pegawai Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Lampung 

Swakelola Data Operation Sistem Pembayaran 

3. UMKM Tapisku By Hanan Klaster Kerajinan 

4. UMKM Percetakan dan Fotocopy ALI Klaster Jasa  

5. UMKM Warung Soto Bu yanti Klaster Kuliner 

6. UMKM Lemonisme Klaster Kuliner 

7. UMKM Mie Ayam Flamboyan Klaster Kuliner 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025. 

 

2. Observasi 

Berdasarkan pandangan Raco (2018), observasi merupakan metode yang sangat 

berguna untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan, terutama dalam 

melihat sikap, perilaku, dan interaksi individu yang berkaitan dengan fenomena 

yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi dipergunakan teruntuk 
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menjalankan pengamatan dengan cara langsung penerapan dan penggunaan 

sistem pembayaran QRIS di kalangan UMKM di Kota Bandar Lampung. 

Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana 

UMKM di daerah tersebut mengadaptasi QRIS, serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penggunaannya. 

Observasi ini memberikan peneliti kesempatan untuk melihat secara nyata 

praktik di lapangan, memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait 

implementasi kebijakan, dan mengonfirmasi temuan yang didapatkan melalui 

wawancara atau data lainnya. 

 

3. Dokumentasi 

Berdasarkan pandangan Sugiyono (2018), dokumentasi yakni suatu metode 

untuk mengumpulkan data yang efektif guna menggali informasi terkait 

peristiwa atau kebijakan yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan maupun 

visual, seperti foto atau sketsa. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi 

digunakan untuk mendukung wawancara dengan informan dengan 

mengumpulkan berbagai bahan tertulis atau rekaman yang berkaitan dengan 

implementasi QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung. Dokumen yang 

dikumpulkan bisa mencakup peraturan atau kebijakan terkait QRIS, laporan 

yang relevan, serta dokumentasi lainnya yang mencerminkan implementasi dan 

dampak QRIS. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperkuat temuan 

data yang diperoleh, menambah kedalaman analisis, dan memastikan 

keakuratan informasi dalam konteks penelitian. Koleksi tersebut berbentuk 

dokumen kebijakan yang memberi aturan yang berkaitan dengan implementasi 

Sistem Pembayaran QRIS, diantaranya yaitu: 

1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 3 

Tahun 2025 mengatur Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (QRIS). 

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi 

Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran. 
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3) Data lain yang memberi penunjangan misal buku, dokumentasi, internet, 

jurnal, beserta sumber data sekunder lainnya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2014: 248) 

yakni pengupayaan yang dijalankan melalui cara bekerja mempergunakan data, 

organisasi data, melakukan pemilahan menjadi satuan yang mampu dilakukan 

pengelolaannya, sintesisasi, melakukan pencarian serta mendapat pola, memperoleh 

apa yang penting serta yang dipelajarinya, dan mengambil putusan akan apa yang 

mampu terungkapkan pada orang lain. Miles dan Huberman (1992: 16-19) memberi 

pernyataan bahwasanya analisis data mencakupi atas tiga alur kegiatan yakni :   

1. Pengumpulan Data (data collection)  

Tahapan awal dari proses analisa data yang memiliki keterlibatannya akan 

kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diawali melalui 

pengamatan secara langsung maupun observasi untuk mengetahui fenomena 

yang muncul. Selanjutnya melalui dijalankannya wawancara serta dokumentasi 

mampu digunakan sebagai data pendukung pada analisa data sampai 

memperoleh penjelasan melalui fenomena yang muncul. 

2. Kondensi Data (data condensation)  

Kondensasi data yakni proses pemilihan, yang berfokus, melakukan 

penyederhaan, pengabstraksi, serta transformasi akan data yang mendekat pada 

semua bagian catatan lapangan dengan cara yng tertulis, transkrip wawancara, 

berbagai dokumen serta materi empiris. Simpulannya yakni sehabis peneliti 

menjalankan wawancara dengan langsung di lokasi serta mendapat data tertulis, 

berikutnya melakukan pemilahan akan transkrip wawancara teruntuk 

menghasilkan fokus penelitian yang diperlukannya oleh peneliti. 

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion)  

Terakhir yakni melakukan penarikan akan simpulan. Penarikan simpulan disini 

dijalankan peneliti pada awal peneliti melakukan pengumpulan dari data misal 

menggali pemahaman yang tak mengemban pola, melakukan pencatatan akan 

keteraturan penjelasannya, serta alur sebab akibat, yang dalam tahapan akhirnya 
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diambil simpulan dari segala data yang diperolehnya oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penarikan atas simpulan berdasar kepada 

perumusan permasalah yang diajukannya serta hasil data yang diperoleh 

Implementasi Sistem Pembayaran QRIS Sebagai Upaya Pengembangan 

UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

3.7 Teknik Keabsahaan Data 

Teknik keabsahan data yakni standar validitas yang diperolehnya. Setiap penelitian 

membutuhkan kriteria teruntuk memperhatikan derajat dari kepercayaan ataupun 

kebenaran yang berdasar kepada hasil penelitian.pada penelitian kualitatif, standar 

tersebut diberikan namanya dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2014: 324) 

ada 4 kriteria yang dipergunakan teruntuk melakukan pemeriksaan pada keabsahan 

data yakni: 

1. Derajat kepercayaan (credibility)  

Dalam dasaranya diterapkannya derajat kepercayaan menggeser konsep 

validitas internal melalui non kualitatif. Kriteria ini mengemban fungsinya 

teruntuk menjalankan penyelidikan dengan demikian rupa yang membuat 

tingkatan kepercayaan dalam penemuan mampu diraih. Teruntuk memberi 

penilaian akan kredibilitas ataupun tingkatan dari kepercayaan, peneliti 

menjalankan triangulasi sumber yang berwujudkan aktivitas wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Triangulasi sumber yakni metode yang 

dipergunakan teruntuk menghasilkan validasi atas data penelitian melalui 

referensi silang melalui beragam sumber. 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini analisa uji kredibilitas yang dipergunakan 

oleh peneliti yakni triangulasi melalui pemakaian teknik triangulasi sumber, 

yang mana teknik ini dipakai guna menjalankan pengujian pada kredibilitas data 

melalui langkah pengecekan akan data yang telah diperolehnya berhubungan 

dengan implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar 

Lampung baik dari bahan referensi yang berkaitan pada penelitian, hasil 

observasi, beserta wawancara bersama narasumber di lapangan. 
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2. Keteralihan (Transferability)  

Yakni pemeriksaan akan transferabilitas data ini dijalankan melalui pemberian 

kejelasannya yang mendalam serta amat akurat yang berhubungan pada hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti diharuskan untuk menyusun 

penguraian yang rinci, jelas, sistematis berkaitan pada bagaimana 

pengimplementasian Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar 

Lampung. 

3. Kebergantungan (Dependability)  

Dalam konteks penelitian kualitatif, dilaksankan audit pada semuanya dalam 

proses penelitian mulai dari bagaimana peneliti melakukan penentuan akan 

fokus/masalah, sumber data, saat masuk lapangan, menyusun analisa data, 

menjalankan uji keabsahan data hingga dengan menghasilkan simpulan. Dalam 

penelitian ini, uji depandability dijalankan melalui dosen pembimbing teruntuk 

menjalankan audit pada keseluruhan dari proses penelitian yang berhubungan 

dengan Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar 

Lampung. 

4. Uji objektivitas (confirmability)  

Confirmability, ataupun yang juga dikenalinya menjadi objektivitas penelitian, 

yakni aspek krusial yang memerlukan penimbangan pada penelitian akademis. 

Penelitian dinilai mengemban sifatnya yang objektif saat hasilnya sudah 

diterimanya melalui mayoritas individu. Dalam penelitian ini, uji objektivitas 

dilangsungkan melalui cara pemberian penjelasan atas proses penelitian yang 

dilaksanakannya berkaitan dengan Implementasi Sistem Pembayaran QRIS 

pada UMKM di Kota Bandar Lampung. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi transaksi serta 

mendorong percepatan digitalisasi sektor keuangan, khususnya di kalangan pelaku 

usaha kecil. Penggunaan QRIS terbukti mempermudah proses pembayaran non-

tunai, serta mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap sistem 

transaksi digital yang modern dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan 

kebijakan ini di lapangan tidak lepas dari sejumlah hambatan. Keberhasilan 

implementasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas atau kesiapan 

institusi pelaksana, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan teknis, ketersediaan 

infrastruktur, serta tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap teknologi tersebut. 

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, masih 

ditemukan kelemahan pada beberapa variabel penting, seperti pemerataan sumber 

daya, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan keadaan sosial, ekonomi, dan 

politik. Hambatan seperti koneksi internet yang tidak stabil, terbatasnya sosialisasi 

yang merata, serta keberatan terhadap biaya Merchant Discount Rate (MDR) 

sebesar 0,3% menjadi tantangan tersendiri yang menghambat penerapan QRIS 

secara optimal. Oleh karena itu, implementasi QRIS secara umum telah 

menunjukkan perkembangan yang positif, namun untuk mencapai hasil yang 

maksimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan dalam aspek edukasi, 

pemerataan infrastruktur teknologi, serta penyesuaian kebijakan yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM di lapangan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perluasan Jangkauan Edukasi dan Sosialisasi  

Bank Indonesia dan PJSP perlu meningkatkan intensitas serta jangkauan 

sosialisasi kepada seluruh pelaku UMKM, termasuk mereka yang berada di 

daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses informasi. Sosialisasi perlu 

dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami. 

2. Peningkatan Infrastruktur Digital  

Pemerintah daerah bersama penyedia layanan internet perlu memastikan 

ketersediaan koneksi internet yang stabil, terutama di wilayah yang menjadi 

pusat kegiatan UMKM. Hal ini penting agar transaksi QRIS dapat dilakukan 

secara lancar dan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan konsumen. 

3. Pendekatan Khusus terhadap Biaya MDR 

Bank Indonesia dan PJSP sebaiknya mengintensifkan edukasi terkait biaya 

Merchant Discount Rate (MDR) agar pelaku UMKM memahami bahwa 

potongan biaya tersebut merupakan bagian dari sistem layanan. Selain itu, 

mempertimbangkan skema insentif atau subsidi MDR untuk pelaku UMKM 

dengan omzet rendah atau usaha mikro yang baru mengadopsi QRIS dapat 

mendorong partisipasi yang lebih luas. Bank Indonesia perlu melakukan 

evaluasi lebih mendalam terhadap praktik di lapangan, khususnya terkait 

kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan pembebanan biaya MDR. Evaluasi ini 

penting agar ditemukan solusi konkret dan tindak lanjut yang sesuai. 

4. Peningkatan Literasi Digital dan Kepercayaan Masyarakat terhadap 

Pembayaran Non Tunai 

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kepercayaan diri, serta 

kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi modern, khususnya 

terkait dengan alat pembayaran non-tunai. Hal ini penting agar masyarakat dapat 

beradaptasi dan menggunakannya secara optimal dalam aktivitas jual beli. 

Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung implementasi sistem 
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pembayaran digital berbasis QR Code sangat dibutuhkan, mengingat sistem ini 

mampu mempercepat proses transaksi di Indonesia sekaligus membantu pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan 

serta daya saing usaha mereka di era digital. 
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